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Motto : 

“Teruslah berjuang sampai orang lain pun ingin menjadi seperti mu, karna 
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 Seluruh keluarga besarku yang 

tercinta.terima kasih atas dukunganya. 
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ABSTRAK 

TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI MEDIA SOSIAL DI TINJAU 

DARI  PASAL 156 (a) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN 

TRANSAKSI ELEKTRONIK 

MUHAMAD ADITYA PRATAMA 

Penistaan agama melalui media sosial merupakan suatu tindakan yang 

dilakukan oleh individu menggunakan media sosial berupa postingan yang bermuatan 

konten pelecehan, penistaan, penodaan atau penghinaan di muka publik terhadap suatu 

agama tertentu yang menimbulkan kebencian. Tindak pidana penistaan agama diatur 

dalam UU No 1/PNPS/1965 tentang pencegahan serta pelecehan terhadap agama, 

kemudian dimuat juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156 dan 

156a. Selain kedua pasal tersebut apabila perbuatan penistaan agama dilakukan melalui 

media sosial, dapat juga dijerat dengan Undang-undang No 11 tahun 2008 Pasal 28 (e) 

ayat 2 tentang tindakan atau perbuatan yang dilarang berkaitan dengan informasi 

teknologi dan internet. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan serta 

penegakan hukum pidana terhadap kejahatan penistaan agama dan mengusut 

bagaimana penegakan hukum terhadap  penistaan dan penodaan agama, khususnya 

melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang 

bersifat deskriptifanalisis, dengan pendekatan normatif empiris dan library research 

dengan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal-

jurnal serta sumber yang berkaitan dengan tindak pidana penistaan agama. 

Berdasarkan hasil penelitan menjelaskan bahwa adanya Undang-Undang Pasal 

156(a) KUHP dapat dijadikan dasar untuk mencegah tindakan penyalahgunaan agama 

dan penistaan terhadap agama melalui tindak administratif yang paling ringan sampai 

dengan tindak administratif yang paling berat. Dan  penegakan hukum harus lebih 

gencar dan dilakukan pemeriksaan lengkap dan sosialisasi langsung dengan 

memperhatikan fungsi media sosial dan otorisasi hukum yang ada. Sehingga dapat 

memperluas informasi publik dan meningkatkan kewaspadaan publik serta 

menimbulkan dampak jera bagi pelaku. 

Kata kunci : Penistaan Agama, Media Sosial, Tindak Pidana 
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  BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

      Indonesia ialah negara berbentuk kesatuan yang memiliki kemajemukan, 

khususnya kepercayaan, ras, suku dan golongan. Identitas kepercayaan, ras, 

suku dan golongan pada dasarnya dijamin hukum sebab mengambil bagian 

dalam keberadaan masyarakat. Pasal 28 E UUD 1945 ayat (1) dan (2) 

kesempatan untuk beragama, seperti yang dinyatakan kalau ada kesempatan 

bagi setiap individu untuk mempercayai agama dengan keyakinannya. 1  

Agama di Indonesia sendiri, adalah kebutuhan prioritas untuk dijaga serta 

diperhatikan, sebab dengan poin kualitas etika di dalamnya, wilayah spesifik 

juga bergabung dengan agama. bukan negara yang ketat dan fanatik terhadap 

sebuah agama, Indonesia meletakkan agama menjadi bagian andalan utama 

negara dan mengkonstruksi kerangka publik. Hal ini bisa diperhatikan dari 

perspektif UUD 1945 dan Pancasila, dan lebih khusus lagi UUD 1945 alinea 

ke-3 memuat tentang harapan dari negara dalam memproklamirkan 

kemerderkaanya melalui disertai berkah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa 

dipacu oleh semangat dan sifat yang luhur.2 

          Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki mayoritas dalam 

berbagai sudut, mengingat salah satunya dari sisi agama. Jika tidak ada prinsip 

                                                           

      1 Kitab Undang-Undng Hukum Pidana,hlm 112 

      2 Manaf Mujahid Abdul, Sejarah Agama-Agama, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, ), cet. 

Ke-2,hlm 183 
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yang jelas, mayoritas ini berpeluang menimbulkan berbagai persoalan dalam 

rutinitas bernegara. diluar memberikan kebebasan, atas kebebasan tersebut 

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945 

amandemen kedua. Dalam pasal tersebut, dinyatakan setiap penduduk 

mempunyai komitmen untuk menghormati dan juga menghormati kebebasan 

dasar (selanjutnya disebut HAM) setiap individu harus menuruti prinsip-

prinsip yang telah ditetapkan, diberi sanksi oleh perundang-undangan 

sehubungan dengan batas kebebasan dasar ini. Dalam pelaksanaannya, 

meskipun saat ini telah memiliki payung hukum dan memutuskan untuk 

menjaminnya, namun masih banyak pelanggaran yang terjadi baik secara 

nyata 3 maupun secara berkelompok terhadap orang atau perkumpulan yang 

berbeda, misalnya mengadu domba, menakut-nakuti atau menyinggung 

perasaan dari kelompok agama tertentu yang disebut penistaan agama. 

      Pasal 18 UU No 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan 

Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik. Keputusan diperoleh, kesempatan 

untuk berpikir, menyatakan pendapat, untuk menganut kepercayaan adalah 

nilai tetap mutlak. Dimulai dari 1965, otoritas pusat telah mengeluarkan 

peraturan dimana mengarah pada perlindungan agama. Dengan UU PNPS No. 

1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama 

punya kapasitas umum untuk menghindari penodaan serta penistaan agama. 

Regulasi ini sering dipergunakan secara salah pada prakteknya dan 

diaktualisasi dengan sensitive. 3   Lazimnya, individu pemeluk kepercayaan 

                                                           

      3 Hamzah Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019),hlm 124 
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tertentu pastinya ada kecenderungan membela dan fanatik pada 

kepercayaannya, namun apabila terlalu fanatis dapat menimbulkan dampak 

yang kurang baik. 

      Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi 

informasi. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga 

telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya 

masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang 

penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Peranan teknologi informasi dan 

komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat 

strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan 

waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Dengan 

adanya alasan kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum seperti 

yang tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan dikuatkan 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan 

menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Salah satu contoh penanganan 

terhadap penistaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dimuat 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 156 dan 156a 

mengenai masalah penistaan agama. Dalam artian, bahwa setiap orang yang 

melakukan perbuatan yang menimbulkan permusuhan dan kebenciaan dan 

penodaan terhadap suatu agama tertentu dapat dipidana. 

      Salah satu contoh penanganan terhadap penistaan suku, agama, ras, dan 

antargolongan (SARA) dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

dalam Pasal 156 dan 156a mengenai masalah penistaan agama. Dalam artian, 
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bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan 

permusuhan dan kebenciaan dan penodaan terhadap suatu agama tertentu 

dapat dipidana. Suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) merupakan 

elemen sosial yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, 

oleh sebab itu, kebebasan setiap pihak harus dihargai dan dijamin. 

      Kebebasan setiap masyarakat dalam mengembangkan individu atau 

kelompok dapat menjadikan seseorang mampu meniadakan diskriminasi 

pelanggaran terhadap hak setiap masyarakat paksaan yang akan mengganggu 

kebebasan seseorang. Sebagai contoh beberapa kasus postingan yang dapat 

memecahkan hubungan antar umat berbangsa.4 

      Ketentuan dari delik penghinaan melalui media sosial maupun transaksi 

elektronik juga dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi 

sebagai berikut:  “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 

informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau 

permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan 

atas suku, agama, ras, dan antargolongan. 

      Ujaran kebencian bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, 

pengucilan, Penghasutan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat 

belaka(machsstat). Dalam Negara hukum, tiap warga Negara tanpa terkecuali 

wajib mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

                                                           

      4 Syaukani Imam dan Suwariyati Titik, Kompilasi Kebijakan dan Peraturan  

Perundangundangan Kerukunan Umat Beragama , (Puslitbang, Jakarta, 2018),hlm 50 
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      Konsekuensi dari asas negara hukum ini berakibat siapapun yang 

melakukan pelanggaran hukum harus ditindak sesuai dengan aturan hukum 

yang berlaku agar keberlakuan peraturan tersebut sesuai dengan praktik yang 

dijalankan. Artinya, penegakan hukum pidana harus dilakukan sesuai dengan 

peraturan yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

     Penistaan agama melalui sosial media, sudah masuk dalam delik 

perbuatan pidana. Baik dengan pasal penghinaan agama, penghinaan individu 

maupun pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP maupun UU ITE 

No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik 

Indonesia No. 11 tahun 2008, Bagi mereka yang suka melakukan penistaan 

agama dan mencemarkan nama baik melalui sosial media, nampaknya harus 

berhati-hati. Dengan adanya UU ITE No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008, mereka dapat 

diganjar hukuman 6 tahun penjara atau denda satu miliar rupiah.5 

 

      Pengertian tanpa hak mengandung definisi bahwa tanpa ada landasan 

hukum yang menerangkan dapat melakukan demonstrasi, atau dapat 

dikatakan tanpa persetujuan. Rumusan perundang-undangan, alas hukum 

lainnya dan unsur perjanjian, memunculkan alas hak. Tanpa hak juga berarti, 

penggunaan secara salah kekuasaan yang telah diberikan. Pedoman serta 

syarat, sebagaimana penggunaan undang-undang merupakan syarat 

kecukupan suatu pasal. Faktor globalisasi memicu perkembangan teknologi, 

yang memungkinkan untuk 6 mempengaruhi kejahatan yang secara inheren 

                                                           

      5 Prasetyo Teguh, Hukum Pidana, (Jakarta : Rajawali Pers),hlm 10 
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lebih modern dan memiliki konsekuensi yang besar yaitu kejahatan 

teknologi. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat judul  “TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI MEDIA 

SOSIAL DI TINJAU DARI  PASAL 156 (a) KITAB UNDANG-UNDANG 

HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016 

TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ” 

  

B. Rumusan Masalah 

      Dengan berdasarkan pada judul penelitian tersebut ,maka permasalahan 

yang dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kreteria tindak pidana penistaan agama menurut pasal  

156 huruf (a) kitab undang-undang hukum pidana ?  

2. Bagaimana pembuktian tindak pidana penistaan agama 

    di media sosial menurut pasal 156 huruf (a) kitab undang-undang  

    hukum pidana ? 

 

C. Ruang Lingkup  Dan Tujuan 

      Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka yang 

menjadi Ruang lingkup dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kreteria tindak pidana penistaan agama menurut undang-undang 

hukum Indonesia. Sebagaimana dalam Pasal 156 huruf (a) KUHP Indonesia 

melarang setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan 

perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, 
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penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia 

atau dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun. 

     Adapun yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana prilaku-prilaku tindak pidana penistaan     

agama di media sosial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pembuktian tindak pidana penistaaan agama 

di media sosial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

 

 D.   Kerangka Konseptual 

      Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau 

menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti 

yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan 

pengertian dari istilah yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Penistaan agama adalah tindakan perbuatan tutur kata, sikap atau tindakan 

yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok atau orang atau lembaga atau 

organisasi dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu 

atau kelompok lain melalui berbagai aspek seperti suku, budaya, adat istiadat 

serta agama. Dengan tujuan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai, 

menghina suatu agama, keyakinan agama tertentu yang mengakibatkan 

penganut agama dan keyakinan lain tersinggung.6 

                                                           

      6  Septiani Rina, Jurnal, Tindak Pidana Penistaan Agama Prespejktif Hukum Positif dan 

Hukum Islam, ( Jakarta : Universitas Jagakarsa, 2017),hlm 72 
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2. Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan 

keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam 

dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan 

mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu 

bertanggung jawab.7 

3. Media Sosial merupakan sebuah media online dimana para penggunanya 

bisa saling berkomunikasi dan berinteraksi atau sebuah saluran atau          

sarana untuk pergaulan sosial yang dilakukan secara online melalui 

jaringan internet. Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi 

satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia 

untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.8 

E.  Metode penelitian 

      Sifat penelitian ini adalah penelitian ini termasuk dalam penelitian Yuridis 

Normatif, yaitu jenis penelitian melalui pendekatan yang dilakukan 

berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-

konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Dalam 

penelitian ini penulis ingin memaparkan tentang tindak pidana penistaan agama 

di media sosial menurut pasal 156(a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

dalam Undang-Undang.9 

      Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang di dasarkan kepada                                 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisanya. 

Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum 

                                                           

      7  Leden Marpaung SH, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada, 2016), cet. Ke-1, hlm 24 

      8 Sonbai Alexander Imanuel Korassa, Skripsi, “Pertanggungjawaban Pelaku Pelaku Penistaan 
Agama dalam Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”, (Denpasar : 

Universitas Udayana, 2016),hlm 150 

      9 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 

2017,hlm 110 
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tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan 

yang timbul. 

1.    Pendekatan Masalah 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan, yaitu : 

a) Pendekatan yuridis normatif, adalah ini bisa disebut sebagai penelitian 

yang bersifat doktriner dan berasal dari penelitian sumber-sumber dari 

perpustakaan. Sebagian besar arah penelitian yang satu ini 

berhubungan dengan peraturan-peraturan yang tertulis dan berkaitan 

erat dengan kepustakaan. pendekatan yang dilakukan dengan 

mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku  dan  literatur yang erat 

dengan kaitanya dengan tindak pidana penista agama di media sosial. 

b) Sifat penelitian ini termasuk dalam penelitian Yuridis Normatif, yaitu 

jenis penelitian melalui pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan 

hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-

asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini 

penulis ingin memaparkan tentang penistaan agama di media sosial.   

 

2. Sumber Data 

         Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

a) Bahan Hukum Primer 

Sejumlah data yang meliputi keterangan-keterangan yang diperoleh 

melalui peraturan perundang-undangan,catatan-catatan resmi, dan putusan 

hakim. Peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang dasar 

1945, Undang-Undang Republik Indonesia pasal 156(a) Kitab Undang-
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Undang Hukum Pidana, dan sumber lain yang berhubungan dengan 

masalah yang di teliti. 

b) Bahan Hukum Skunder 

Data skunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka 

yang dianggap menunjang dalam penelitian ini. 

c) Bahan Hukum Tresier  

Data tresier merupakan data penunjang dari kedua data tersebut yakni data 

primer dan data skunder. Data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia 

dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang di 

teliti. 

3.     Pengumpulan data 

      Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini di 

tempuh prosedur sebagai berikut : 

a) Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan 

cara membaca, mengutip dan memahami berbagai literatur yang ada 

hubungan nya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan 

perundang-undangan, jurnal-jurnal, majalah-majalah serta dokumen 

lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.  

 

4.    Analisis Data   

      Analisis data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis 

secara diskriptif kualitatif, yaitu analisis yang di lakukan dengan cara 
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pengumpulan data, mengklasifikasikan, menghubungkan degan teori dan 

masalah yang ada atau suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan 

analisis data,  kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. 

 

F.  Sistemmatika Penulisan  

      Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 

(empat) bab dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I     : Pendahuluan 

                Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan  

tujuan,kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

    BAB II   :  Tinjauan Pustaka 

                      Berisi tentang penjelasan dan konsekuensi hukum tentang tindak 

pidana penistaan agama dimedia sosial menurut pasal 156(a) kitab 

undang-undang hukum pidana. 

    BAB III  :  Pembahasan 

                        Berisikan tentang uraian dan penjelasan tentang penistaan agama 

dimedia sosial menurut pasal 156(a) kitab undang-undang hukum 

pidana, dan sistem pembuktian tindak penistaan agama di media 

sosial.   

    BAB IV :  Penutup 

 

                     Bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


